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Abstract

This study aims to formulate the concept of Maqasid of Harmony through a critical analysis of
the Ministry of Religious Affairs’ document Trilogy of Harmony, Volume II. The research
begins with the critique that harmony in Indonesia is often reduced to mere tolerance or social
etiquette, which, in a pluralistic society, may still conceal subtle forms of domination. By
integrating philosophical inquiry with the framework of Maqasid al-Shari‘ah, this study
explores how the paradigm of harmony can be shifted from passive tolerance toward
relationships grounded in love and recognition. The findings reveal that a maqasid-oriented
notion of harmony comprises three essential dimensions: human—human relations (hifz al-
ummah), human—environment relations (hifz al-bi’ah), and spiritual relations with God. The
novelty of this research lies in demonstrating that safeguarding diversity and the environment is
an integral part of preserving religion (hifz al-din) and human life (hifz al-nafs), thereby
positioning harmony as a normative bridge between revealed values and contemporary social
realities.

Keywords: Maqgashid al-Shari'ah, Harmony, Tolerance, Recognition, Trilogy of Harmony.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan merumuskan konsep Maqashid Kerukunan melalui analisis kritis
terhadap dokumen “Trilogi Kerukunan Jilid II” yang diterbitkan Kementerian Agama. Studi ini
berangkat dari kritik bahwa pemahaman kerukunan di Indonesia kerap direduksi menjadi
toleransi atau etiket sosial, yang dalam masyarakat majemuk masih menyisakan pola dominasi
terselubung. Dengan mengintegrasikan pendekatan filosofis dan kerangka Maqashid al-Syariah,
penelitian ini menelusuri bagaimana paradigma kerukunan dapat bergeser dari toleransi pasif
menuju relasi berbasis cinta dan pengakuan (recognition). Hasil analisis menunjukkan bahwa
kerukunan yang berorientasi maqashid mencakup tiga dimensi utama: relasi antarmanusia (hifz
al-ummabh), relasi manusia dengan lingkungan (hifz al-b1’ah), dan relasi spiritual dengan Tuhan.
Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa pemeliharaan keberagaman dan ekologi
merupakan bagian integral dari penjagaan agama (hifz al-din) dan jiwa (hifz al-nafs), sehingga
kerukunan dapat dipahami sebagai jembatan normatif antara nilai-nilai wahyu dan realitas
sosial kontemporer.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Kerukunan, Toleransi, Rekognisi, Trilogi Kerukunan.

1. PENDAHULUAN

Kerukunan merupakan salah satu isu fundamental dalam masyarakat majemuk
seperti Indonesia. Berbagai studi dan kebijakan publik selama ini menempatkan
toleransi sebagai pilar utama dalam menjaga kohesi sosial. Namun, pemaknaan
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kerukunan yang berorientasi pada toleransi sering kali bersifat minimalis dan
menyisakan sejumlah persoalan. Toleransi dapat memelihara jarak sosial,
mempertahankan dominasi kelompok mayoritas, serta gagal menyentuh akar relasi
antarwarga yang membutuhkan keadilan dan penghargaan terhadap martabat manusia.
Dalam konteks inilah muncul kebutuhan untuk meninjau ulang paradigma kerukunan
dan menghadirkan kerangka normatif yang lebih humanistik dan transformatif.

Kritik terhadap toleransi telah dikemukakan oleh berbagai pemikir sosial.
Honneth (1995), misalnya, menggambarkan fenomena repressive tolerance sebagai
bentuk penerimaan yang bersyarat dan tidak memberikan legitimasi moral kepada
kelompok berbeda. Dalam situasi demikian, toleransi tidak membangun relasi setara,
tetapi hanya menahan konflik permukaan tanpa menghapus struktur dominasi yang
lebih dalam. Karena itu, kerukunan seyogianya tidak hanya bertumpu pada toleransi
pasif, tetapi pada prinsip pengakuan (recognition) yang menekankan penghormatan
terhadap identitas, martabat, dan integritas komunitas lain secara positif (Vainio &
Visala, 2016).

Dalam tradisi keagamaan, termasuk Islam, relasi sosial yang berkeadilan
berakar pada nilai kasih sayang, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat
manusia. Namun sejarah menunjukkan bahwa ajaran agama kerap direduksi menjadi
legitimasi eksklusivisme atau kepentingan kelompok apabila dipahami secara parsial.
Di sinilah pendekatan magqdsid al-shari‘ah memainkan peran penting. Pemikiran
maqasid kontemporer tidak hanya menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa,
akal, keturunan, dan harta, tetapi juga memperluas cakupan perlindungan kepada
integritas komunitas manusia (hifz al-ummah) dan lingkungan hidup (hifz al-bi’ah)
(Nasution et al., 2022). Kerangka ini relevan untuk menafsirkan ulang kerukunan
sebagai praksis sosial yang tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga memajukan
martabat dan kesejahteraan kolektif.

Berbagai penelitian mengenai kerukunan di Indonesia umumnya memusatkan
perhatian pada toleransi, moderasi beragama, dan dinamika keberagaman. Kajian-
kajian tersebut memberikan kontribusi berharga dalam memahami pola interaksi sosial
dan kebijakan publik. Namun, studi-studi tersebut belum mengintegrasikan perspektif
magqasid al-shari‘ah secara komprehensif dalam menganalisis konsep kerukunan,
terutama dalam kaitannya dengan dimensi kemanusiaan, ekologis, dan spiritual.
Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting bagi penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan merumuskan
konsep Maqasid Kerukunan dengan menganalisis dokumen 7rilogi Kerukunan Jilid 11
yang diterbitkan Kementerian Agama. Penelitian ini menawarkan kerangka teoretis
yang mengintegrasikan kritik terhadap paradigma toleransi, konsep pengakuan, dan
pendekatan maqasid untuk memahami kerukunan secara lebih substantif. Kebaruan
penelitian terletak pada upaya mengonstruksi kerukunan sebagai nilai yang mencakup
tiga dimensi: relasi antarmanusia, relasi manusia dengan lingkungan, dan relasi
spiritual dengan Tuhan, sehingga memberikan perspektif normatif yang lebih holistik
dalam merespons tantangan keberagaman Indonesia kontemporer.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan
(library research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis dan
sosiologis dalam bingkai Magashid al-Syariah. Sumber data primer diperoleh dari
dokumen kebijakan Kementerian Agama terkait Trilogi Kerukunan serta literatur
otoritatif mengenai Magashid al-Syariah dan filsafat sosial. Teknik analisis data
dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis) dan hermeneutika untuk
menginterpretasikan konsep kerukunan dari perspektif toleransi menuju pengakuan
(recognition) dan cinta, serta relevansinya dengan konteks keindonesiaan kontemporer.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengejawantahan Kerukunan dalam Ruang Sosial, Kultural, dan
Transendental

Kerukunan tidak dapat dipahami hanya sebagai wacana normatif atau slogan
moral, melainkan harus diwujudkan dalam perilaku kolektif, kebijakan publik, dan
kesadaran sosial yang berkelanjutan. Dalam pengertian fungsional, kerukunan merujuk
pada kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dan terhormat dalam
perbedaan. Dalam tradisi Islam, nilai-nilai tersebut tercermin dalam cita-cita normatif
syariat yang bertujuan menciptakan tatanan sosial yang adil dan bermartabat (Ma’rifah,
2019).

Konsep ta ‘ayush silmi atau koeksistensi damai telah menjadi bagian penting
dalam sejarah awal masyarakat Muslim (Sri Rezki & Amril M, 2025). Piagam Madinah
menjadi model historis yang menunjukkan bahwa masyarakat multikultural dapat
dipersatukan melalui prinsip keadilan, kesetaraan hak, dan penghargaan terhadap
identitas masing-masing kelompok. Model koeksistensi ini menyiratkan bahwa
kerukunan bukanlah asimilasi, tetapi pengaturan hidup bersama yang menjamin ruang
inklusif bagi semua pihak (Syamsuddin, 2023).

Dalam konteks Indonesia, pengembangan gagasan kerukunan secara sistematis
dilakukan oleh Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA melalui konsep Trilogi Kerukunan.
Edisi Trilogi Kerukunan Jilid I memperluas struktur konseptual kerukunan tidak hanya
pada hubungan antarmanusia, tetapi juga mencakup ranah ekologis dan relasional-
transendental (Hidayat, 2021). Perluasan paradigma ini menjadi signifikan karena
menawarkan pemahaman bahwa harmoni sosial tidak dapat dilepaskan dari
keseimbangan kosmis dan spiritual yang menopang kehidupan bersama. Di sinilah
kontribusi penelitian ini menjadi penting: menunjukkan bahwa Trilogi Kerukunan Jilid
I menghadirkan kerangka konseptual kerukunan yang lebih komprehensif
dibandingkan literatur sebelumnya yang cenderung menekankan dimensi sosial semata.

Kerukunan antara umat beragama dan negara juga menjadi aspek penting dalam
menciptakan tata kehidupan yang stabil dan berkeadilan (Ningsih, 2020). Pandangan
ini menolak klaim eksklusivitas religius seperti gagasan “the chosen people” yang
berpotensi melahirkan superioritas moral dan politik (Ridwan, 2017). Dalam
perkembangannya, dimensi ekologis kerukunan turut dipertegas, salah satunya melalui
pernyataan Menteri Agama pada 26 Mei 2025. Kerusakan lingkungan mulai dari
deforestasi hingga pencemaran air dipandang bukan hanya pelanggaran etis, tetapi juga
degradasi spiritualitas dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi
(Zainuddin, 2021). Dengan demikian, kerukunan memasuki horizon pemaknaan yang
lebih luas: mencakup hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan
manusia dengan Yang Transenden.

3.2 Hifz al-Ummah dan Arsitektur Kerukunan dalam Bingkai Maqashid

Pendekatan magasid al-shari‘ah bertujuan menyingkap substansi etik di balik
aturan dan teks keagamaan, sehingga syariat dapat berfungsi sebagai pedoman moral
yang relevan dengan dinamika sosial. Salah satu pengembangan konseptual penting
dalam diskursus maqasid kontemporer adalah hifz al-ummah, yaitu perlindungan
terhadap keutuhan komunitas manusia (Nasution et al., 2022). Konsep ini berkelindan
dengan maqasid lainnya seperti hifz al-nafs (penjagaan jiwa), hifz al-‘ird (penjagaan
kehormatan), dan hifz al-din (penjagaan agama).

Dengan demikian, hifz al-ummah memandang kerukunan sebagai upaya
menjaga keberlangsungan komunitas manusia secara inklusif, lintas agama, budaya,
etnis, dan kewarganegaraan. Kerukunan merupakan kondisi kohesi sosial yang
meniscayakan saling penguatan antarelemen budaya, agama, ekonomi, dan politik. Bila
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satu unsur kehilangan fungsinya atau dipinggirkan, maka keseimbangan sosial akan
terganggu (Saidurrahman & Arifinsyah, 2018).

Sejalan dengan itu, pemikiran maqasid mutakhir menempatkan hifz al-bi’ah
atau perlindungan lingkungan sebagai salah satu tujuan utama syariat (Tamami et al.,
2022). Relasi manusia dengan lingkungan bukan hanya persoalan etika ekologis, tetapi
fondasi keberlanjutan kehidupan sosial. Dengan memasukkan dimensi ekologis,
kerangka kerukunan memperoleh basis normatif yang lebih luas dan berorientasi masa
depan.

Integrasi antara hifz al-ummah dan hifz al-bi’ah memberikan posisi baru bagi
kerukunan sebagai prinsip etik yang menyatukan perlindungan kehidupan, kehormatan,
komunitas, dan lingkungan. Dalam perspektif ini, kerukunan bukan sekadar sikap
damai, tetapi orientasi etis yang mengakselerasi terwujudnya kasih sayang Allah dalam
ruang sosial yang inklusif. Kerukunan yang berbasis cinta dan penghormatan universal
meniadakan hierarki sosial tidak ada superioritas kelompok, melainkan simbiosis
mutualisme dalam keberagaman agama, budaya, dan struktur sosial.

Pada titik inilah penelitian ini menawarkan kontribusi penting: mengonstruksi
kerukunan sebagai konsep maqasid yang mencakup tiga dimensi besar humanitas (4ifz
al-ummah), ekologis (hifz al-bi’ah), dan spiritual-transendental sebagaimana tercermin
dalam Trilogi Kerukunan Jilid II. Dengan mengelaborasi dokumen tersebut, penelitian
ini memperluas paradigma kerukunan dari pendekatan sosial-politik menjadi kerangka
teologis-etis yang lebih komprehensif.

4. KESIMPULAN

Hasil analisis terhadap Trilogi Kerukunan Jilid II menunjukkan bahwa
kerukunan mengalami perluasan makna yang signifikan dibandingkan paradigma
sebelumnya. Dokumen ini memperluas kerukunan dari sekadar relasi horizontal
antarmanusia menjadi kerangka komprehensif yang mencakup dimensi ekologis dan
spiritual-transendental. Dengan demikian, kerukunan diposisikan bukan hanya sebagai
konstruksi sosial, tetapi sebagai struktur nilai yang mengatur hubungan manusia dengan
sesama, dengan lingkungan, dan dengan Tuhan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka tersebut sejalan dengan
perkembangan maqasid al-shari‘ah kontemporer, khususnya melalui integrasi antara
hifz al-ummah dan hifz al-bi’ah. Kerukunan dalam perspektif maqasid tidak hanya
bertujuan menjaga kohesi sosial, tetapi juga memastikan keberlangsungan komunitas
manusia dan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari amanah ilahiah. Dengan
memasukkan dua dimensi tersebut, kerukunan memperoleh pijakan normatif yang lebih
kuat dan relevan dengan tantangan sosial-ekologis masa kini.

Analisis ini juga menegaskan bahwa kerukunan melampaui batas konsep
toleransi. Toleransi yang bersifat minimalis sering kali hanya menjaga jarak sosial dan
belum menyentuh relasi setara. Sebaliknya, kerukunan dalam perspektif maqasid
menuntut pengakuan (recognition), penghormatan terhadap martabat, serta komitmen
kolektif terhadap keadilan sosial dan ekologis. Inilah yang membedakan kerukunan
sebagai nilai etis yang lebih dalam dan lebih transformatif dibandingkan toleransi yang
bersifat pasif.

Kontribusi utama penelitian ini adalah menawarkan formulasi
konseptual Magqasid Kerukunan yang mengintegrasikan kritik terhadap paradigma
toleransi, pendekatan maqasid al-shari‘ah, dan perluasan makna kerukunan dalam
Trilogi Kerukunan Jilid II. Formulasi ini memberikan landasan teoretis baru yang
menghubungkan dimensi humanitas (hifz al-ummah), ekologis (hifz al-bi’ah), dan
spiritual, sehingga menyediakan kerangka analitis yang lebih komprehensif untuk
memahami dan mengembangkan kebijakan kerukunan di Indonesia.
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